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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2008 
TENTANG 

TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH  

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil merupakan sarana perwujudan 
kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan 
negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh 
penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai 
integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas; 

b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur mengenai 
pelanggaran pidana Pemilihan Umum, sehingga 
diperlukan tata cara dalam penyelesaian terjadinya 
pelanggaran pidana Pemilihan Umum sebagai pedoman 
bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
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melaksanakan penegakan hukum pelaksanaan Pemilihan 
Umum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang 
Penyidikan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4168); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4836); 

5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 

6. Peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu 
Pemilu 2009 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 
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  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN   KEPALA   KEPOLISIAN   NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA 
PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN 
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008  
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilah Rakyat (DPR), 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah 
(DPRD). 

3. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih 
anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah 
lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan 
mandiri. 

5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu 
di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah 
badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu 
Kabupaten/ Kota  yang selanjutnya disingkat Panwaslu Provinsi dan 
Panwaslu Kabupaten/ Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu 
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untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. 

8. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat 
Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu 
Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah 
Kecamatan. 

9. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh 
Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
desa/kelurahan. 

10. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh 
Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 

11. Laporan pelanggaran Pemilu adalah pemberitahuan yang disampaikan 
oleh seorang/lebih, Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, 
Pemantau Pemilu dan/atau peserta Pemilu karena hak dan kewajibannya 
berdasarkan Undang-Undang kepada Pengawas Pemilu tentang telah, 
sedang, atau diduga akan terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu dan 
Pelanggaran Pidana Pemilu. 

12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
pelanggaran pidana Pemilu yang terjadi guna menemukan tersangkanya. 

13. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran pidana 
Pemilu guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. 

14. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan pelanggaran pidana 
Pemilu. 

15. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disingkat Sentra 
Gakkumdu adalah forum yang dibentuk dengan beranggotakan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan 
Bawaslu/Panwaslu, guna memperlancar penyelesaian pelanggaran 
pidana Pemilu. 

Pasal 2 
(1) Peraturan Kapolri ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi 

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan pelanggaran pidana Pemilu. 
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(2) Tujuan  penyusunan  Peraturan Kapolri ini agar para Penyidik memiliki 
persamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam menangani pelanggaran 
pidana Pemilu, sehingga setiap pelanggaran pidana Pemilu yang terjadi 
dapat disidik dengan tuntas, tepat waktu, secara profesional dan 
proporsional. 

Pasal 3 
Asas-asas di dalam pelaksanaan Peraturan Kapolri ini meliputi asas:  
a. legalitas, yaitu setiap tindakan senantiasa mendasari  peraturan 

perundang-undangan; 
b. kepastian hukum, yaitu setiap tindakan dilakukan untuk menjamin 

tegaknya hukum dan keadilan; 
c. kepentingan umum, yaitu setiap tindakan wajib mendahulukan  

kepentingan umum; 
d. keterpaduan, yaitu setiap tindakan dilakukan melalui kerja sama, 

koordinasi dan sinergi antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap 
kegiatan; 

e. akuntabilitas, yaitu setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara 
rasional dan terukur dengan jelas; 

f. transparansi, yaitu setiap tindakan dilakukan dengan memperhatikan asas 
keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak yang berkepentingan; 

g. efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan 
semua pihak harus menjunjung tinggi efektivitas waktu sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Kapolri ini meliputi: 
a. persyaratan penyidik pelanggaran pidana Pemilu; 
b. pelanggaran pidana Pemilu; dan 
c. mekanisme pelaksanaan penyidikan pelanggaran pidana Pemilu. 

BAB II 
PERSYARATAN PENYIDIK PELANGGARAN PIDANA PEMILU 

Pasal 5 
Persyaratan Penyidik yang tergabung di dalam satuan/unit penyidikan 
pelanggaran pidana Pemilu, antara lain: 
a. bertugas pada fungsi reserse kriminal; 
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